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Abtraksi: Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pengawasan hak konsumen 
atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga 
oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya 
pangan industri rumah tangga yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti 
pewarna tekstil Rhodamin B, methanil yellow, formalin, saccharin, benzoate 
maupun pangan yang sudah kadaluarsa yang beredar di masyarakat Kota Malang. 
Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan yang 
dilakukan Dinkes terhadap hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam 
mengkonsumsi pangan industri rumah tangga, faktor penghambat yang  dialami 
dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Penelitian 
ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis 
sosiologis. 
 Hasil analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan 
pengawasan berbentuk pengawasan melalui operasi pasar, uji sampel pangan 
maupun sertifikasi PIRT dan pengawasan khusus bekerjasama dengan Dinas 
Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang. Kendala yang dialami adalah 
pelaku usaha tidak mengetahui kewajibannya berdasarkan undang-undang 
perlindungan konsumen, konsumen tidak mengetahui haknya berdasarkan 
undang-undang perlindungan konsumen serta terbatasnya anggaran  dan sarana 
operasional dari Dinas Kesehatan Kota Malang. 
 Upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah penyuluhan 
terhadap pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikasi, operasi/razia terhadap 
pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan penyuluhan 
kepada masyarakat mengenai hak atas informasi dan keamanan pangan, 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk cermat dan kritis dalam memilih 
pangan industri rumah tangga, menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan 
Dinas Kesehatan Kota Malang, serta lebih efisien dan efektif dalam menggunakan 
anggaran dana tersebut. 
 Saran dari penulis agar Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan 
pengawasan secara intensif, bagi konsumen untuk lebih cermat dalam membeli 
pangan industri rumah tangga, bagi pelaku usaha untuk memprioritaskan 
konsumen tanpa mengedepankan keuntungan saja. 
 
 
Kata Kunci :Hak Konsumen, Informasi Pangan, Keamanan Pangan, Industri 
Rumah Tangga 
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Abstract 
  
 
This paper discusses the implementation of the consumer's right to 
information control and security in the food consumed by the domestic industry 
hapless City Health Office. This is motivated by the food industry households that 
contain harmful chemicals such as textile dye Rhodamine B, methanil yellow, 
formalin, saccharin, benzoic or expired food that circulate in the city of Malang. 
Issues raised is how the implementation of health office conducted surveillance of 
the right to information consumers and industry food safety in consuming 
household, inhibiting factors experienced and the efforts made to overcome the 
obstacle. This research uses empirical research with sociological juridical 
approach.  
Results of the analysis carried out it can be seen that the implementation of 
supervisory control shaped through market operations, testing and certification of 
food samples PIRT and special surveillance in collaboration with the Department 
of Industry and Trade of Malang. Obstacles faced by entrepreneurs are not aware 
of their obligations under consumer protection laws, consumers do not know their 
rights under consumer protection laws and the limited budget and operational 
facilities of the Health Department of Malang. 
Efforts to overcome the inhibiting factor is the extension of the businesses 
that have not been certified, operations / raids on food that does not comply with 
the applicable regulations, conduct outreach to the community about the right to 
information and food safety, to disseminate to the public to be more vigilant and 
critical in choose food industry household, preparing the budget in accordance 
with the needs of the City Health Office in Malang, increasing the number of 
employees and facility operational by the Health Department of Malang. 
Advice from the author in order to Malang City Health Department 
conduct intensive monitoring, for consumers to be more careful in buying 
household food industry, for businesses to prioritize the consumer without 
prioritizing profits alone. 
 
Keywords: Consumer Rights, Food Information, Food Safety, Industrial Househol 
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PENDAHULUAN 
 
Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat 
ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup 
jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. 
Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik 
jasmani dan rohani.
1
 
Industri rumah tangga makanan merupakan salah satu industri yang sangat 
potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan sebagai 
dampak dari bertambahnya pertumbuhan penduduk. Hal ini dibuktikan 
denganindustri rumah tangga yang tersebar secara luas di berbagai wilayah 
pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda. Industri 
rumah tangga dalam perkembangannya didukung bahan baku yang hampir 
seluruhnya menggunakan bahan baku yang tersedia didalam negeri, dipasarkan 
dalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan 
konstribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Dalam 
upaya mengembangkan industri rumah tangga maka pemerintah melalui berbagai 
instansi terkait melakukan berbagai upaya pengawasan dan pembinaan, baik yang 
bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang 
ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat. 
Kondisi industri rumah tangga, di Indonesia ini tengah menghadapi 
persaingan dari berbagai pihak. Tidak hanya dengan sesama industri yang 
mempunyai skala yang sama tetapi juga dengan pengusaha-pengusaha besar.Dari 
hal tersebut timbul permasalahan produk pangan baik mengenai informasi 
maupun keamanan pangan yang dapat disebabkan oleh penggunaan bahan 
tambahan pangan yang dilarang atau melebihi batas dalam produk pangan, 
ditemukan cemaran kimia berbahaya (pestisida, logam berat, obat-obat pertanian) 
pada berbagai produk pangan, pelabelan dan periklanan produk pangan yang tidak 
memenuhi syarat, masih beredarnya produk pangan kadaluarsa, pemalsuan produk 
pangan, cara peredaran dan distribusi produk pangan yang tidak memenuhi syarat 
                                                          
1
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, 
hal.169 
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dan mutu dan keamanan produk pangan. Banyak masalah mengenai pangan 
terjadi di Indonesia.  
Hingga kini masih banyak ditemui pangan yang beredar di masyarakat 
yang tidak mengindahkanketentuan tentang pencantuman label, sehingga 
meresahkan masyarakat. Perdaganganpangan yang kedaluarsa, pemakaian bahan 
pewarna yang tidak diperuntukkan bagimakanan, makanan mengandung bahan 
pengawet, atauperbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan 
masyarakat, bahkan dapatmengancam kesehatan dan keselamatan jiwa 
manusia.Sedangkan yang terjadi di kota Malang tim gabungan Dinas 
Perindustrian Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan 
Bagian Perekonomian Kota Malang menggelar inspeksi mendadak peredaran 
barang selama menjelang lebaran. Inspeksi dilakukan di sejumlah pasar 
tradisional, pasar modern dan pusat perbelanjaan. Hasilnya, ditemukan berbagai 
jenis makanan dan minuman kadaluarsa dan kemasan rusak.
2
 Selain berdasarkan 
hasil pra survey di pasar tradisional blimbing masih ditemukannya produk pangan 
industri rumah tangga yang belum meiliki sertifikasi pangan industri rumah 
tangga sebagai jaminan keamanan pangan. 
Kelayakan produk tersebut merupakan “standar minimum” yang harus 
dipenuhi atau dimiliki suatu barang dan atau jasa tertentu sebelum barang dan atau 
jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. 
Standar minimum tersebut kadang -kadang sudah ada yang menjadi “pengetahuan 
umum” namun sedikit banyaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. 
Untuk itu, informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen. Informasi 
yang demikian tidak hanya datang dari pelaku usaha semata- mata, melainkan dari 
berbagai sumber lain yang dapat dipercaya, serta dipertanggung jawabkan 
sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan dengan membeli barang dan 
atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan.
3
Konsumen memiliki 
kebebasan untuk menentukanjenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan 
                                                          
2
http://www.tempo.co/read/news/2012/08/02/058421007/Di-Malang-Banyak-Ditemukan-
Makanan-Kadaluarsa. diakses tanggal 16 otober 20112 
3
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 40 
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kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi 
konsumen menjadi lebih lemah dari pada posisi pelaku usaha.
4
 
Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta 
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu 
industri pangan merupakan tanggung jawab bersama sebagai upaya perlindungan 
konsumen karena berdasarkan pasal 4 (a) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen 
adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa dan Pasal 4 (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa. Sedangkan pemerintah 
berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen 
sesuai pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, 
serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan 
oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat. 
Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap 
manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga 
pangan (IRTP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam 
pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwamakanan dan minuman yang digunakan 
masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait 
hal tersebut diatas, undang-undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan 
minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan 
dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk 
dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Oleh karena itu dari berbagai permasalahan tersebut penilis m,engambil 
judul pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam 
mengkonsumsi pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kota Malang 
menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai 
konsumen. 
 
                                                          
4
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RUMUSAN MASALAH 
 
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas informasi 
dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga 
oleh Dinas Kesehatan Kota Malang ? 
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas 
informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri 
rumah tangga serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota 
Malang ? 
 
METODE 
 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini 
adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis 
sosiologis yang merupakan suatu pendekatan yang mengacu norma-norma hukum 
perlindungan konsumen yang berlaku dan teori-teori perlindungan konsumen  
yang ada kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas 
informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tanggayang 
dilakukan dalam praktek lapangan berdasarkan peraturan yang berlaku.   
Pendekatan yuridis dilakukan untuk mengkaji dan menganalis secara 
mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yaitu pelaksanaan 
pengawasan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi 
pangan industri rumah tangga(studi di Dinas Kesehatan Kota Malang) 
Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan dengan melihat langsung data 
faktadi Dinas Kesehatan Kota Malang. Pendekatan ini dilakukan untuk dapat 
mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak konsumen 
atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah 
tangga(studidi Dinas Kesehatan Kota Malang). 
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PEMBAHASAN 
 
A.Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dan Keamanan 
Dalam Mengkonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga 
1.Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dalam Mengkonsumsi 
Pangan Industri Rumah Tangga    
Pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas informasi dilakukan terhadap 
label pangan industri pangan rumah tangga, label dianggap sebagai sumber 
informasi bagi konsumen. Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan pengawasan 
label pangan industri rumah tangga secara periodik yaitu pada waktu menjelang 
hari besar keagamaan (idhul fitri, natal, dan tahun baru), pengawasan dilakukan 
melalui operasi ke pasar tradisional, toko, mini market dan penjual pangan jajanan 
di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan produk pangan industri 
rumah tangga belum sepenuhnya memenuhi persyaratan label sebagai sumber 
informasi bagi konsumen karena produk pangan industri rumah tangga di kota 
Malang, label produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan termasuk label 
tidak menggunakan masa kadaluarsa, umur simpan atau waktu kadaluarsa 
merupakan suatu rentang waktu yang menyatakan bahwa produk masih dalam 
keadaan aman dikonsumsi tetap memenuhi sifat sensoris, kimia, fisik dan 
mikrobiologis sesuai dengan pernyataan nilai gizi yang tercantum pada label. 
Sedangkan alamat produksi dalam label penting digunakan untuk memudahkan 
pengawasan produk pangan industri rumah tangga di kota Malang karena dengan 
adanya alamat produksinya Dinas Kesehatan Kota Malang mudah untuk melacak 
lokasi produk tersebut apabila hasil produksinya tidak sesuai dengan ketentuan 
yang telah diatur. 
Label pangan merupakan hal penting bagi konsumen karena merupakan 
sumber informasi bagi konsumen sebagai pertimbangan mengenai kondisi pangan 
industri rumah tangga. Untuk mengetahui sumber informasi konsumen dalam 
mengkonsumsi pangan dapat dilihat ada tabel berikut. 
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Tabel 1 
Sumber Informasi Kondisi Pangan Industri Rumah Tangga Yang 
Diperoleh Konsumen 
Hasil Responden Prosentase (%) 
Secara lisan dari 
produsen 
5 16,67 
Label 25 83,33 
Jumlah 30 100 
Sumber : Data Primer di olah tahun 2013 
 
Pada tabel 1 terlihat bahwa 16,67 % konsumen mendapat informasi 
kondisi pangan secara lisan dari produsen sedangkan 83,33 % mendaat informasi 
kondisi produk pangan dari label, sehingga label menjadi bahan pertimbangan 
paling besar dalam mengetahui kondisi pangan industry rumah tangga di kota 
Malang. 
Untuk mengetahui bentuk pelanggaran kewajiban pelaku usaha dalam 
memberikan informasi yang benar mengenai kondisi pangan industri rumah 
tangga di kota Malang berikut hasil penelitian pelanggaran label yang dilakukan  
pelaku usaha. 
Tabel 2 
 Pelanggaran Yang Sering Dilakukan Produsen PIRT Dalam 
Pencantuman Label 
Hasil Responden Prosentase (%) 
Tidak Ada tanggal 
kadaluarsa 
13 43,3 
Tidak ada Komposisi 
Bahan 
3 10 
Tidak Ada alamat 
produksi 
1 3,3 
Tidak ada izin dinas 
kesehatan 
13 43,3 
Jumlah 30 100 
Sumber : Data Primer diolah tahun 2013 
 
Hasil penelitian menunjukan 43, % konsumen mengatakan bahwa 
produsen PIRT tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, prosentase tersebut sama 
dengan tidak dicantumkannya izin dari Dinas Kesehatan, sedangkan 10 % tidak 
mencantumkan komposisi bahan dan 3,3 % tidak ada alamat produksi. 
10 
 
Pasal 4 (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen telah diatur hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa, salah satu sumber informasi adalah label 
dimana konsumen dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap dari 
segi kuantitas, isi, kualitas baik masa kadaluarsa ataupun komposisi bahan yang 
digunakan. Berbagai pelanggaran pelabelan pangan disebabkan oleh
5
:  
1. Pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban berdasarkan undang-undang 
perlindungan konsumen 
2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait (dinas kesehatan, lembaga 
perlindungan konsumen) 
3. Konsumen tidak memperhatikan kemasan produk pangan. 
Pelanggaran tentang informasi pelabelan dapat dikenai sanksi paling 
ringan berupa tindakan administratif (teguran tertulis), denda hingga Rp 
50.000.000 (lima puluh juta), dan bahkan sampai pencabutan ijin usaha. Hal 
tersebut diatur pada pasal 21 Undang-undang Nomor 69 tahun 1999 tentang Label 
dan Iklan Pangan. 
  
2. Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Keamanan Dalam 
Mengkonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga 
Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan pengawasan hak konsumen atas 
keamanan pangan industri rumah tangga melalui : 
A. Uji Sampel Pangan Industri Rumah Tangga 
Pelaksanaan hak konsumen atas keamanan dalam mengkonsumsi pangan 
industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dengan melakukan uji 
sampel makanan yang bertujuan untuk memastikan ada/tidaknya bahan kimia 
berbahaya (boraks, formalin, rhodamin b), memastikan bahan tambahan pangan  
yang digunakan sesuai dengan takaran yang dipersyaratkan, melakukan 
pengawasan keamanan pangan yang beredar, mengetahui bahan berbahaya dalam 
pangan (boraks, rhodamin b, methanil yellow), menyertakan kadar bahan 
tambahan pangan tertentu/ pangan sesuai mutu, menyebarluaskan informasi hasil 
                                                          
5
Hasil wawancara dengan Chusnul Arifianti Kepala seksi Makanan dan Minuman Dinas 
Kesehatan Kota Malang  (29 Maret 2013) 
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pengujian sampel keamanan pangan sebagai hak konsumen dalam pasal 4 (a) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak 
atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa 
Pengujian menggunakan metode uji kualitatif (pengujian ada/tidaknya) 
bahan kimia berbahaya pengambilan sampel dilakukan berdasarkan ciri dan jenis 
sampel yang menunjukkan dugaan adanya bahan kimia berbahaya dalam pangan 
dan metode uji kuantitatif yaitu berdasarkan jumlah bahan tambahan pangan 
memenuhi syarat atau tidak, pengambilan sampel yang diambil dengan melihat 
label, tidak dilakukan secara random sampling, dibatasi pangan yang mempunyai 
no. PIRT dan yang tidak memiliki izin beredar. Uji pangan yang diduga 
mengandung boraks meliputi krupuk, bakso, cilok, cireng, pangsit, kulit pangsit 
dll. Uji pangan yang diduga mengandung formalin yaitu mie basah, camilan mie, 
tangkapan hasil laut. Uji pangan yang diduga mengandung rhodamin b jenis 
pangan yang diambil adalah makanan yang berwarna merah menyala. Uji pangan 
yang di duga metanyl yellow yaitu jenis pangan yang diambil makanan berwarna 
kuning menyala.  
Tempat pengambilan sampel makanan terdiri dari : 
1. Kantin sekolah 
2. Pedagang yang berjualan dihalaman luar sekolah 
3. Pasar dan toko 
4. Produsen yang mengajukan sertifikat PIRT 
5. Festival Malang tempoe doeloe 
Jumlah sampel 147 pangan : 
1. Sekolah ( 59 sampel ) 
2. Toko dan pasar (16 sampel) 
a) Wicaksono : 1 sampel 
b) Koperasi Dian Husada Dinkes : 2 sampel 
c) Toko : 2 sampel  
d) Pasar madyapuro:3 sampel 
e) Pasar kebalen : 7 sampel 
f) Pasar blimbing : 1 sampel 
12 
 
3. Pengajuan PIRT : 42 sampel 
4. Festival MTD : 30 sampel 
Jumlah Pengujian  
1. Uji boraks :80 sampel 
2. Uji kuantitatif formalin : 67 sampel 
3. Uji kualitatif rhodamin b :23 sampel 
4. Uji kualitatif metanil yellow : 7 sampel 
5. Uji kuantitatif benzoat: 15 sampel 
6. Uji kuatitatif saccharin : 5 sanpel 
Secara keseluruhan data yang diperoleh menunjukkan bahwa masih 
ditemukan pangan indutri rumah tangga yang mengandung bahan kimia 
berbahaya di kota Malang yaitu 11,25 % mengandung boraks, 1,5% mengandung 
formalin, 52,17% mengandung rhodamin b, 40 % mengandung benzoat.  
Berdasarkan pasal 8 ayat 1 Udang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen mengatur tentang larang pelaku usaha tidak memenuhi 
atau tidak standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam hal keamanan pangan yang dapat dilihat dari sampel pangan 
yang diuji menunjukan bahwa pelaku usaha melakukan perbuatan melawan 
hukum. Di kota Malang yang tidak memperhatikan keamanan pangan menurut ibu 
Chusnul Arifianti selaku kepala bidang farmasi makanan   yang dilakukan oleh 
produsenya itu penarikan terhadap produk pangan industri rumah tangga yang 
beredar di pasar. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah kesadaran dari 
masyarakat sebagai konsumen karena Selamai ini belum ada laporan dari 
masyarakat yang diterima Dinas Kesehatan Kota Malang mengenai kerugian 
akibat mengkonsumsi pangan industri rumah tangga yang mengandung bahan 
kimia berbahaya, hal tersebut penting  karena hak dan kewajiban antara pelaku 
usaha dan konsumen saling berhubungan timbale balik.  
Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen menyatakan bahwa yaitu pelaku usaha bertanggung 
jawab dalam hal memberikan ganti kerugiaan kerusakan, pencemaran, dan atau 
kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan 
atau di perdagangkan. Ganti kerugian yang dimaksud merupakan pengembalian 
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uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis dan setara nilainya, 
perawatan kesehatan, pemberian santunan sesuai dengan kerugian konsumen. 
 
B. Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga 
Dinas Kesehatan Kota Malang dengan adanya sertifikasi memberikan 
jaminan terhadap masyarakat bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standard 
mutu  tertentu karena telah melewati uji sampel pangan sehingga dapat diketahui 
pangan tersebut sudah layak dan terjamin untuk dikonsumsi masayarakat sebagai 
konsumen. 
Tata cara pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga 
dapat digambarkan dalam bagan berikut : 
Gambar Alur Tata Cara Pemberian Serrtifikasi Pangan Industri Rumah 
Tangga oleh Dinas Kesehatan Kota Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Primer, Dinas Kesehatan Kota Malang, Diolah, 2013 
Proses sertifikasi produk pangan industri rumah tangga di kota Malang 
dilaksanakan oleh Dinkes Kota Malang. Pelaksanaan dari sertifikasi menggunakan 
Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah 
Pemohon  
Persyaratan Tidak 
terpenuhi 
Pengajuan Baru Proses administrasi  
Dinas Kesehatan 
Persyaratan Terpenuhi 
Pengajuan Lama Penyuluhan 
Keamanan 
Pangan 
Pemeriksaan 
Sarana Produksi 
Pemberian 
Sertifikat PIRT 
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Tangga (SPP-IRT), pedomaan tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Badan 
Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor  Hk.03.1.23.04.12.2205 
Tahun 2012Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri 
Rumah Tangga. 
Setiap produsen pelaku usaha yang mendaftar sertifikasi pasti sudah 
mengikuti penyuluhan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang karena 
penyuluhan merupakan salah satu prosedur untuk mendapatkan sertifikasi. Sampai 
saat ini terdapat 1650 IRTP yang telah terdaftar sertifikasi di Dinas Kesehatan 
Kota Malang. Jadi dapat disimpulkan telah terdapat 1650 IRTP yang mendapatkan 
sertifikasi tersebut sudah memenuhi jaminan mutu dan kualitas serta layak untuk 
dikonsumsi masyarakat sebagai konsumen.Pasal  47 ayat 2 Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan,pemerintah 
dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Malang apabila menemukan produk pangan 
yang mengandung bahan kimia berbahaya sehingga konsumen dirugikan akibat 
mengkonsumsi pangan industri rumah tangga makan Dinas Kesehatan Kota 
Malang berhak melakukan penarikan produk tersebut dari pasaran, pelarangan 
izin beredar, serta penutupan indsutri. 
 
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas 
Informasi Dan Keamanan Dalam Mengkonsumsi Pangan Industri Rumah 
Tangga Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Serta Upaya Yang Dilakukan 
Ada beberapa faktor penghambat yang ditemui dalam penelitian ini yaitu : 
1. Pelaku Usaha Tidak Mengetahui Kewajibannya Berdasarkan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen 
Adanya hukum dan menajemen pendekatan sistem pengaturan informasi 
pangan industri rumah tangga mulai dari pemerintah kepada pelaku usaha, 
penegakan hukum dan sebagainya yang digerakkan dalam satu mekanisme yang 
terstruktur. Pelaku usaha yang menyalahi aturan dengan mengesampingkan hak 
konsumen memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya 
sehingga tidak mau mengikuti ketentuan yang berlaku karena para pelaku usahan 
memandang akan menambah biaya produksi karena dengan melengkapi kemasan 
pangan indutri rumah tangga dengan label yang lengkap dinilai membutuhkan 
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teknologi tambahan dan bahan kemasan yang tentunya pelaku usaha 
mengeluarkan biaya produksi dan dinilai membebani pelaku usaha.
6
 Selain itu 
pelaku usaha kurang mengetahui ketentuan yang mengatur pada label pangan 
industri rumah tangga sebagai sumber informasi konsumen untuk mengetahui 
kondisi barang, hal ini diakibatkan oleh sumber daya manusia yang belum 
memadai dari pelaku usaha industri rumah tangga yang di akibatkan oleh 
rendahnya tingkat pendidikan dari pelaku usaha itu sendiri.  
 
2.Konsumen Tidak Mengetahui Haknya Berdasarkan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen 
Selain dari pelaku usaha konsumen juga berperan dalam pelaksanaan hak 
atas informasi karena konsumen dituntut cerdas dan cermat dalam 
mendayagunakan sumber dananya karena ciri konsumen yang terinformasi seperti 
yang dijelaskan sebelumnya yakni memiliki tingkat pendidikan tertentu, 
mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup sehingga berperan dalam ekonomi 
pasar dan lancar berkomunikasi. Akan tetapi ciri konsumen tersebut belum dapat 
terpenuhi secara menyeluruh di kota Malang karena konsumen pangan industri 
rumah tangga berdasarkan hasil wawancara, konsumen pangan industri rumah 
tangga sebagian kalangan menengah bawah yang tentunya kalangan ini lebih 
identik dengan golongan orang yang pendidikannya dinilai kurang sehingga 
pemahaman terhadap hak konsumen juga kurang karna itu konsumen 
mengesampingkan label dan lebih memilih untuk mempertimbangkan harga yang 
lebih murah 
 
3. Anggaran Dana dan Sarana Operasional dari Dinas Kesehatan Kota Malang 
Terbatas  
Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melaksanakan tugas dalam 
pengawasan terhadap hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam 
mengkonsumsi pangan sering tidak maksimal akibat keterbatasan anggaran dana. 
Padahal program kerja Dinas Kesehatan membutuhkan dana yang tidak sedikit. 
Dana tersebut di alokasikan untuk : 
                                                          
6
Hasil wawancara dengan pelaku usaha  (30 Maret 2013) 
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a) Dana untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang. 
b) Dana untuk program penyuluhan produsen dan konsumen. 
c) Dana untuk uji biaya laboratorium uji sampel pangan industri rumah 
tangga. 
Dana yang dilakukan untuk pengawasan juga tidak sedikit karena jumlah 
pelaku usaha yang menyebar dan sarana operasional yang terbatas mempengaruhi 
dalam pelaksanaan program kerja Dinas Kesehatan Kota Malang sendiri kususnya 
bagian farmasi makanan dan minuman. Selain itu Dinas Kesehatan Kota Malang 
juga mengalami kekurangan dalam sarana operasional karena tidak memiliki 
laboratorium sendiri untuk uji sampel sehingga harus ke laboratorium yang 
memenuhi persyaratan dimana hal tersebut menghambat efektifitas kinerja Dinas 
Kesehatan Kota Malang, selain itu jumlah staff seksi Makanan dan Minuman 
yang berjumlah 3 orang dinilai kurang efektif untuk mengawasi PIRT yang 
terdaftar berjumlah 1650. 
1. Upaya Yang Dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang Terhadap Pelaku Usaha 
Yang Tidak Mengetahui Kewajibannya adalah sebagai berikut : 
a. Penyuluhan Terhadap Pelaku Usaha Yang Belum Mendapatkan 
Sertifikasi  
b. Operasi/Razia Terhadap Pangan Yang Tidak Sesuai Dengan 
Ketentuan Yang Berlaku 
c. Penarikan Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Mengandung 
Bahan Kimia  Berbahaya 
2. Upaya Yang Dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang Terhadap Konsumen 
Yang Tidak Mengetahui Haknya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen Adalah : 
a. Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat Mengenai Hak Atas 
Informasi Dan Keamanan Pangan 
b. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Untuk Cermat Dan 
KritisDalam Memilih Pangan Industri Rumah Tangga 
3. Upaya Yang Dilakukan Tehadap Anggaran Dana Dan Sarana Operasional Dari 
Dinas Kesehatan Kota Malang Terbatas 
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a. Menyusun Anggaran Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Dinas 
Kesehatan Kota Malang 
b. Penambahan Jumlah Pegawai Dan Sarana Operasional Oleh Dinas 
Kesehatan Kota Malang 
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PENUTUP 
 Kesimpulan 
1.Pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam 
mengkonsumsi pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kota Malang 
dilakukan melalui : 
a) Operasi/ razia terhadap peredaran pangan PIRT yang dilakukan di toko, 
mini market pasara tradisional terhadap pangan yang diduga 
mengandung bahan kimia berbahaya dan kadaluarsa. 
b) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui purkesmas yang 
dilaksanakan oleh kader posyandu 
c) Melakukan uji sampel pangan PIRT, sampel pangan diambil dari kantin 
sekolah, pasar tradisional dan toko maupun dari produsen yang 
mendaftar sertifikasi. 
d) Melakukan sertifikasi PIRT kepada produsen  
Dalam pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas informasi dan 
keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga oleh Dinas 
Kesehatan Kota Malang sudah dilakukan berdasarkan undang-undang yang 
berlaku akan tetapi pelaku usaha dan masyarakat belum dapat menjalankan secara 
konsisten karena dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia yang belum 
mengetahui terkait bahaya atau dampak mengkonsumsi PIRT yang mengandung 
bahan berbahaya sehingga menyebabkan kurangnya kepedulian dan pengetahuan 
konsumen terhadap keamanan pangan. Selain itu sarana produksi terkait sanitasi 
belum siap sepenuhnya untuk menghasilkan produk pangan yang sesuai dengan 
standard kesehatan Hal itu dapat dilihat dari rendahnya tanggung jawab dan 
kesadaranprodusen serta distributor tentang keamanan pangan yang 
diproduksi/diperdagangkannya.  
 
SARAN 
1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Malang untuk menerapkan secara terpadu 
sistem jaminan mutu dan keamanan pangan sejak pra produksi, selama 
proses produksi sampai konsumen baik dalam pembinaan maupun 
pengawasan.Meningkatkan mutu dan keamanan pangan melalui penelitian 
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dan pengembangan, pengembangan peraturan perundang-undangan serta 
kelembagaan. Selain itu Dinas Kesehatan Kota Malang harus 
meningkatkan pengawasan mandiri pada produsen, konsumen, pengolah, 
pedagang, serta pembina dan pengawas mutu dalam melaksanakan 
jaminan mutu dan keamanan pangan. 
2. Bagi Pelaku Usaha agar memberikan jaminan bahwa pangan sebagai 
bahan baku industri maupun konsumsi, bebas dari kontaminasi bahan 
kimia.Meningkatkan mutu gizi pangan dalam upaya meningkatkan status 
gizi masyarakat. 
3. Bagi konsumen atau masyarakat khususnya masyarakat Kota Malang 
untuk lebih berhati-hati dalam membeli makanan serta memperhatikan hak 
dan kewajibannya sebagai konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk 
barang dan/atau jasa khususnya pangan industri rumah tangga. 
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